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SAI,INAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOIVIOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEIVUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DAN BANGUNAN KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHTVIAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) dan sesuai Nota Dinas

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97312101418.4912011 tanggal 20

Januari 2011, perihal Konsep Rancangan Peraturan Bupati Kediri

tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kediri serta Berita Acara

Rapat Nomor 05013241418.4912011 tanggal 10 Pebruari 2411

perlu mengatur Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan

Hak atas Tanali dan Bangunan Kabupaten Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Sistem

dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan Kabupaten Kediri;

It/engingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 2730);

\,'l

1.

I



2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4287)',

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2304

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a43B);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaian Negara Republik

lndonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4578)',
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Jenis dbn Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1861PMK.0712010 dan Nomor 53 Tahun 2010

tentang. Tahapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 17,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 51):

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86).

Peraturan Bupati Kediri Nomor 43 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 43);

. MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN

BANGUNAN KABUPATEN KEDIRI.

SISTEM DAN PROSEDUR

HAK ATAS TANAH DAN

Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat

BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan

oleh orang pribadi atau Badan.

3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-u ndanga n perpa.jakan

daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan

dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang

menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kediri.

B. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.

10. Bank Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat Bank Jatim, adalah Bank

yang ditunjuk untuk menerima setoran BPHTB.

11. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen

yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah

dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual

beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang

harus dilakukan dalam rnenerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan

BPHTB.

(2) Prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.

a. pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

b. pembayaran BPHTB;

c. penelitian SSPD BPHTB;

d. pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

e. pelaporan BPHTB;

f. penagihan BPHTB;

g. pengurangan BPHTB.

(3) Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyiapan rancangan akta pemindahan hak

atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang

Wajib Pajak.

'12. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD

BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah dan sekaligus untuk

melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat'

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya lumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

16. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal

penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke

pihak lain.

17. Pemungutan adalaf suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.



(4) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah

pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan

menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah

verifikasi yang dilakukan DPPKAD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB

dan dokumen pendukungnya.

(6) Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendaftaran akta ke Kepala Kantor

Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

(7) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf e adalah pelaporan

realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi

penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar

BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang

dilakukan oleh SKPKD.

(9) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah

penetapan persetuju an/penola kan atas pengajuan pengurangan EIPHTB yang

diajukan oleh \Arajib Pajak.

Pasal 3

Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh

DPPKAD dengan rincian tugas :

a. Kepala DPPKAD menerbitkan:

1, STPD BPHTB;

2. STPD Kurang Bayar BPHTB;

3. STPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB;

4. Surat Teguran;

5. Keputusan tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan yang Terutang.

b. Bidang Pendapatan:

1. Kasi Pendataan dan.Pendaftaran melakukan interaksi dengan wajib pajak

dengan menyiapkan formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB dan Form

Pengajuan Data.

2. Kasi Penagihan melakukan tagihan BPHTB terutang yang belum dibayar oleh

Wajib Pajak.

3. Kasi Penetapan dan Dokumentasi menangani pembukuan dan pelaporan untuk

menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan

laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.



c. Bidang Perimbangan dan Peningkatan Pendapatan:

Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil mengelola database terkait objek pajak BPHTB

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai peraturan

perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek

pajak yang haknya dialihkan.

(3) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(4) Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran lPeraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pembayaran BPHTB

Pasal 5

(1) Wajib Pajak melakukan . pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan

SSPD BPHTB.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walib Pajak

melalui Bank Jatim.

(3) Prosedur pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ll Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 6

(1)Setiap pembayaran BPHTB harus diteliti oleh Kasi Pendataan dan Pendaftaran

dan Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil pada DPPKAD.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan



(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai .-

dengan pemeriksaan lapangan.

(4) Prosedur Penelitian SSPD BPHTB sebagairnana tercantum dalam Lampiran lll

Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) wajib Pajak melakukan pendaftaran Akta Hak atas Tanah atau pendaftaran Akta

pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor pertanahan.

(2) DPPKAD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor pertanahan dalam rangka

pendaftaran Akta Pemindahan Hak.

(3) Prosedur Pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran lV peraturan

Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaporan BPHTB

Pasal 8

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Kasi Penetapan dan Dokumentasi pada

DPPKAD.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi

penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (pAD)

Pasal 9

(1) Kasi Penetapan dan Dokumentasi menyiapkan Laporan BpHTB berdasarkan

dokumen-dokumen dari Bank Jatim dan/atau PPAT.

(2) Kasi Penetapan dan Dokumentasi menerima laporan penerimaan BpHTB dan

SSPD-BPHTB lembar ke 6 (enam) dari Bank Jatim setiap hari.

(3) Kasi Penetapan dan Dokumentasi menerima laporan pembuatan akta perolehan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT paling lambat pada tanggal 10

(sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Prosedur Pelaporan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

Peraturan Bupati ini.

I

Bagian Keempat

Pendaftaran Akta Pemindahan Hak



Bagian Keenam

Penagihan BPHTB

Pasal 10

('l) Penagihan dilakukan untuk rnenagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh

Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan rnelalui

penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajal< '

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB oleh Kepala DPPKAD

(3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika dipertukan

(4) Prosedur Penagihan Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vl Peraturan

Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Pengurangan BPHTB

Pasal 11

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kasi

Pendataan dan Pendaftaran dan Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil DPPKAD untuk

diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat ('l) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Prosedur Pengurangan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vll

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FASILITASI

Pasal 12

(1) Kepala DPPKAD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,

melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan

asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor

97312101418.49/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Konsep Rancangan Peraturan

Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 050/

3241418.4912011 tanggal 10 Pebruari 2011 serta mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 17 -2 -2011

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 17 -2 -2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2011 NOMOR 7

fxeee GIAN HUKUM

EK ATMI MM
Pembina Tin I
NIP. 1 96503t3L99202tOO2

l0

Salinan sesuai dengan asllnya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor

97312101418.49/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Konsep Rancangan Peraturan

Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 050/

3241418.4912011 tanggal 10 Pebruari 2011 serta mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 17 -2 -2011

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 17 -2 -2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan asllnya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub

KE IAN HUKUM

ATMIKO
Pemb a Tingkat I
NIP. 196503 L5L99202LOO2
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 7 TAI{LJN2011
TANGGAL:17- 2 -2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUITI

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal

penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat

Akta Tanah.
Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang

menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.
Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa

kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah

dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan

data terkait objek pajak di Kepala Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas

tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak

menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak

atas tanah dan/atau bangunan.
DPPKAO
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan

Daerah. Dalam prosedur ini DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama

dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB

(ssPD BPHTB).
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB

terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT

ialah camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang

untuk:
a. memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor

Pertanahan;
b. menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

Kepala Kantor Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan dalam prosedur ini,

Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait

pemeriksaan objek pajak.

1

2

3

4



C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS

Lanqkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan

dokumen pendukun3 terkait perotehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas

tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat

perjanjian, dokumen jual 6eli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada

dasarnya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah

dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung

lainnya.
Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT, Wa.iib Pajak menyerahkan
permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung

terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Lanqkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan

dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib

Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika

dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan
permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Lanqkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data

yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor

Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Lanqkah 4
PPAT menerima data ob.jek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. PPAT kemudian

memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen
pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari

Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan

objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.
Lanqkah 5
PPAT menyiaplian draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dokumen ini merupalian rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyirnpan

draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Lanqkah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran

Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan, Pengeiolaan

Keuangan dan Aset Daerah.
Lanqkah 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pa.jak terpenuhi, maka

PPAT mengtritung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi oblek
pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Palak Daerah

BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu

menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah dan sekaligus

untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. SLrrat

Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai

berikut:
! Lembar 1:

Untuk Wajib Pajak,



> Lembar 2:

Untuk PPAT.
) Lembar 3:

Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

) Lembar 4:

Untuk DPPKAD sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

> Lembar 5:

Untuk Bank Jatim.
) Lembar 6: L

Untuk DPPKAD sebagai arsip penerimaan

Lanqkah 8

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada

Wajib Pajak.
Lanqkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dilsi dari

PPAT.

BENTUK DAN ISI SSPD BPHTB SERTA BAGAN PROSEDUR PENGURUSAN
AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEBAGAI
BERIKUT;



BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD-BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OP PBB
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

lembar 1

Untuk Wajib Pajak

A. 1. Nama Wajib Pajak

2 NPWP

3. NPWPD

4. Alamat Wajib Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

5. Kelurahan / Desa 6. RT/RW 7. Kecamatan

9. Kode PosB Ka!!!!e!l x91x

e 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan / Desa I

5. Kecamatan

Penghitungan NJOP PBB :

4, RT/RW

6. Kabupaten Kediri

Uraian

Luas
( Diisi luas tanah dan atau bangunan

yang haknya diperoleh )

NJOP PBB / m2

Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

teriadinya perolehan/Tahun... ... ... .

Luas x NJOP PBB / m2

0 11

Bangunan B
10 Rp. 12.

7x

8x 10

o

Rp.

1 Rp....,............

Tanah (bumi)

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan:

16. Nomor Sertifikat

D. Jumlah Setoran berdasarkan :

I a. Penghitungan Wajib Pajak

NJOP PBB

14. Harga transaksi/Nilai pasar Rp.

l

Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

,m2

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitunqan Waiib Paiak) Dalam Rupiah

'1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1

2, Nilai Perolehan Objek Paiak Tidak Kena paiak (NPOPTKP) 2 ) np.

3. Nilai Perolehan Obiek Pajak Kena paiak (NPOPKP) anoka 1 -anqka2 e h np.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 l np.

b, STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:... ... .. ..,..Tanggal,

l-] c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi Yo berdasarkan peraturan KDH No:.....

d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka) (Dengan huruf)

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

Nama lengkap dan tanda tangan

MENGETAHUI :

PPAT/NOTARIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

DITERIMA OLEH:

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal:... ... ... ... ... .

Telah Divalidasi

DPPKAD KABUPATEN KEDIRI

Hanya diisi oleh

petugas DPPKAD

Nomor Dokumeni N0P PBB Baru

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

, fTl

7.

fT-r
t-]-T-t-t-

[Tr t-Tt rT-T-l [T]-r tl

tl

rn Llt t-T-l-t t--tr-t rT-rt tl*Lt*l n



BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN' ( SSPD-BPHTB )
BERFUNGST SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SPOP PBts

PERHATIAN: Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakang lembar initerlebih dahulu.

lembar 2

Untuk PPAT

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN KEOIRI

A. 1. Nama Wajib Pajak

2, NPWP

3 NPWPD

4. Alamat Wajib Pajak

I

5. Kelurahan / Desa 6. RT/RW 7. Kecamatan

9. Kode Pos

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2, Letak tanah dan atau bangunan:

3, Kelurahan / Desa :

5. Kecamatan

Penghitungan NJOP PBB :

U raian

4. RT/RW

6. Kabupaten Kediri

Luas x NJOP PBB / m2

8, Kabupaten / Kota

Luas
( Diisi luas tanah dan atau bangunan

yano haknya diperoleh )

NJOP PBB / m2

Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

teriadinya perolehan/Tahun... ... ... .

9
Rp,

11
7

1 2.

7x

8x

I

10

Bangunan 8
10 Rp.

13. Rp.....

Tanah (bumi)

15, Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan:

16. Nomor Sertifikat

NJOP PBB

14. Harga transaksi/Nilai pasar

p.......

h

h

c PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

11. Nilai Perolehan Obiek Paiak (NPOP)

2 h np.2. Nilai Perolehan Obiek Paiak Tidak Kena paiak (NPOPTKP)

anqkal-anqka2 F np.3. Nilai Perolehan Obiek Paiak Kena paiak (NPoPKP)

5% x anqka 3 44, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

D. Jumlah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

- I a. Penghitungan Wajib Pajak

[-l b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang BayarTambahan Nomor:...........................Tanggal,..............,..,....

tr c. Pengurangan dihitung sendiri meniadi % berdasarkan peraturan KDH No:........

d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

Rp,

(Berdasarkan perhilungan C4 dan pilihan di D)

(Dengan huruf)

Nama lengkap dan tanda tangan

Tgl. .. .....
WAJIB PAJAK / PENYETOR I\IIENGETAHUI :

PPAI/NOTARIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

DITERIMA OLEH:

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal:...............

Telah Divalidasi

DPPKAD KABUPATEN KEDIRI

Hanya diisi oleh

petugas DPPKAD

Nomor Dokument NOP PBB Baru

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

l

tr-l
Etr

r-n rl-r-r_T_l r-i-Tl
t-T_l

I

i

t--T-l [Tt TT-T-] rT-n rT-r.] l-l-[I_l t]

[T-l

tl

Ro.

[T-*r-] rT-r-n I



Iembar 3

Untuk Kantor

Pe(anahan

DINAS PENOAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( SSPD.BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUM! DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

A. 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3 NPWPD

4. AIamat Walib Pajak

5, Kelurahan / Desa 6. RT/RW 7. Kecamatan

9. Kode Pos8, Kabupaten / Kota

B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan / Desa I

5. Kecamatan

Penghitungan NJ0P PBB

4. RT/RW

6. Kabupaten Kediri

{
Uraian

Luas
( Diisi luas tanah dan alau bangunan

yang haknya diperoleh )

NJOP PBB / m2

Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

teriadinva Derolehan/Tahun... ... ... ,

Luas x NJOP PBB / m2

7 ..m 2
9.

Rp............
11

Bangunan 8
1 0 Rp. .............. 12.

AnokaSxanokal0

13. Rp,....

Tanah (bumi)

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan:

16. Nomor Serlifikat

D Jumlah Setoran berdasarkan :

: a, Penghitungan Wajib Pajak

Rp.....

NJOP PBB

14. Harga transaksi/Nilai pasar Rp.

Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

m2

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Waiib Pajak) Dalam Rupiah

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1 h np.

2. Nilai Perolehan Obiek Paiak Tidak Kena paiak (NPOPTKP) 2 F np.

3. Nilai Perolehan Obiek Paiak Kena paiak (NPOPKP) anqkal-anqka2 F np.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banounan yanq terutanq 5% x anqka 3 4 l np.

b, STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:,.

tr c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi Yo berdasarkan peraturan KDH No:..

d,

Jumlah yang disetorkan (dengan angka) (Dengan huruf)

Rp

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

Tgl.. . ....
WAJIB PAJAK / PENYETOR IVENGETAHUI :

PPAT/NOTARIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

... Tanggal,

DITERIMA OLEH:

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal:,,. ...... ... ...

Telah Divalidasi

DPPKAD KABUPATEN KEDIRI

Nama lengkap dan tanda tangan

Hanya diisi oleh

petugas DPPKAD

Nomor Dokumeni NOP PBB Baru

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

I

rT_lt]E

t--T-t t-Tr [-rTt TT-I



PEMERINTAH KABUPATEN KEOIRI

DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( $SPD-BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

lembar 4

Untuk DPPKAD

dalam proses penelitian

DINAS PENOAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET OAERAH KABUPATEN KEDIRI

PERHATIAN: Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakang lembar ini lerlebih dahulu.

A. 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3. NPWPD

4 Al^

5 / Desa RTiRW 7. Kecamatan

9. Kode Pos

s, 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan / Desa

5. Kecamatan

Penghitungan NJOP PBB :

4. RT/RW

6. Kabupaten Kediri

Tanah (bumi)

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan alau bangunan:

16. Nomor Sertifikat

D. Jumlah Setoran berdasarkan :

]] a. Penghitungan Wajib Pajak

'10

NJOP PBB

14, Harga transaksi/Nilai pasar Rp.

Untuk disetorkan ke rekening Kas Oaerah Kabupaten Kediri

.. ... ... Tanggal,

o/o berdasarkan peraturan KDH No:.

(Dengan huruf)

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Nomor:..

tl c Pengurangan dihitung sendiri menjadi

d

Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

T91.......
WAJIB PAJAK / PENYETOR

Nama lengkap dan tanda tangan

I/ENGETAHUI :

PPAT/NOTARIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

DITERIMA OLEH:

TEMPAI PEI\,IBAYARAN BPHTB

Tanggal:.

Telah Divalidasi

DPPKAD KABUPATEN KEDIRI

Hanya diisi oleh

petugas DPPKAD

Nomor Dokumen

Uraian

Luas
( Diisi luas tanah dan atau bangunan

NJOP PBB / m2

Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB / m2

7
11

12,
Bangunan I I 0.

't J.

11+ 12

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Paiak) Dalam Rupiah

1. Nilai Perolehan Obiek Paiak (NPOP) 1 * np.

2 lt np.2. Nilai Perolehan Obiek Paiak Tidak Kena paiak (NPOPTKP)

langkal-angka23, Nilai Perolehan Obiek Paiak Kena paiak (NP0PKP)

4

) np.

l no.ls% x ansta 34, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banqunan yanq terutanq

i NOP PBB Baru

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

rT-ltl t-T-t-t
tl l-Tr I-T_l

-f T -f-

,A*

8, Kabupaten / Kota :

t-l_l

n

[Tt I-_T_. TT-fl r]-n n-n r



lembar 5

Untuk Bank Jatim

sebagai

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN A ISET OECNITI KABUPATEN KEOIRI

PERHATIAN: Bacalah petuniuk pengisian pada halaman belakang lembar initerlebih dahulu.

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

SURAT SETOTRA]\I PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( $SPD-BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB}

A. 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3. NPWPD

4. Alamat Waiib Paiak

5. Kelurahan / Desa 6. RT/RW 7. Kecamatan

9. Kode PosB. Kabupaten / Kota

B '1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan / Desa :

5. Kecamatan

Penghitungan NJOP PBB

I anah (bumr)

4. RT/RW

6. Kabupaten

{

Uraian

Luas
( Diisi luas tanah dan alau bangunan

yanq haknya diperoleh )

NJOP PBB / m2

Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

terjadinya perolehan/Tahun..........

Luas x NJOP PBB / m2

7 ..m2
9.

Rp. ..,......,.....
11

Rp.....,

Bangunan B .n2 10 Rp. 1 2. Rp.....

13.

Angka 1'1+angka 12

NJOP PBB

Rp.

t
Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

(Dengan huruf)

-]

Y]

16. Nomor Seftfikat

D Jumlah Setoran berdasarkan

a, Penghitungan Wajib Pajak

b, STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan

Ed
Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

T91............,....
WAJIB PAJAK / PENYETOR MENGETAHUI :

PPAT/NOTARIS

Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

DITERIMA OLEH:

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal:.,.............

Telah Divalidasi

OPPKAD KABUPATEN KEDIRI

Hanya diisi oleh

petugas DPPKAD

Nomor Dokumen

NGAN BPHTB (Hanya diisi bejdasarkan penghitungan Walib Pajak) Dalam Rupiahc, PENGHITU

1. Nilai Perolehan Objek Palak (NPOP) I * np.

2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena pajak (NPOPTKP) 2 h np.

3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena pajak (NPOPKP) anqkal-anqka2 l np.

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yanq terutanq 5% x anoka 3 4

t NOP PBB Baru

Nama lengkap, slempel, dan tanda tangan

, [--T_l,Etl m [T]-t
t--T_l rT_l

l--Tr tlr m--l TT-T] tT-n fT-rl_l

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: [l*l 14. Harga transaksi/Nilai pasar:

Kediri

t] c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi [-n Yo berdasarkan peraturan KDH No:,..,.,.,.,.

f-Tt tr



BEA PEROLEHhN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

( $8PD-BPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OP PBB
OINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KABUPATEN KEOIRI

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang Iembar ini terlebih dahulu.

lembar 6

Untuk Bank Jatim

dikirim kembali

ke DPPKAD
-1

i

A. 1, Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3, NPWPD

4. Alamat Wajib Palak

5. Kelurahan / Desa 6. RT/RW: 7. Kecamatan:

9. Kode Pos :8. Kabupaten / Kota

e. 1. NomorObjekPajak(NOP)PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

5, Kecamatan

Penghitungan NJOP PBB :

4. RT/RW

6. Kabupalen Kediri

Uraian

Luas
( Diisi luas tanah dan atau bangunan

yanq haknya dioeroleh )

NJOP PBB / m2

Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

terjadinya perolehanffahun.....,....

Luas x NJOP PBB / m2

7 .....m 2
o

Rp,..... 11
Rp.

Bang u nan B. ......m 2 10. Rp. .. 12, Rp.

13 Rp.

c. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Paiak) Dalam Rupiah

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 1 FRp

2, Nilai Perolehan Obiek Paiak Tidak Kena paiak (NPOPTKP) 2 h np,

3. Nilai Perolehan Objek Papk Kena paiak (NPOPKP) anqkal-anqka2 2 Fnp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x anqka 3 4 h np.

Tanah (bumi)

15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

16. Nomor Sertifikat

D Jumlah Setoran berdasarkan

a. Penghitungan Wajib Pajak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan

t] c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi

d.

Jumlah yang disetorkan (dengan angka)

RP,

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

14. Harga transaksi/Nilai pasar Rp.

Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Kediri

Nomor ..............,.....,...... Tanggal,.,...

o/o berdasarkan peraluran KDH No:

(Dengan huruf)

WAJIB PAJAK / PENYETOR

Nama len0kap dan tanda tangan

IVIENGETAHUI ,
PPAT/NOTARIS

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

NJOP PBB :

DITERIMA OLEH:

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal:,..... ,., .., ... .

Telah Divalidasi

DPPKAD KABUPAIEN KEDIRI

11+ 12

:lvl

,,.,.,,,.,,', Tgl

Hanya diisi oleh

petugas DPPKAD

Nomor Dokumen

* NOP PBB Baru

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

I-T-l
E

ft-n

fI

tl

tr



D. BAI-:AN i.l-UR

rusan Akta Hak atas

Salinan sesuai dengan astinya
A.N. SEKRETARTS DAERAH

ASISTEN ADMINTSTRASI UMUM
ub

KEP IAN HUKUM

Mn/i
Pembina Tingkat

n
ib Pajak

Hak
ku

DPPKAD

Dokumen lerkait Perolehan Hak
Alas Tanah dan Bangunan

Mengurus perolehan hak
atas lanah dan atau
bangunan ke PPAT

Memeriksa daia terkail objek
paiak ke Kepala Kantor
Perlanahan

Menyusun Draft Akla
Pemindahan Hak atas Tanah
dar/atau Bangunan

PPAT menerim SSPD
BPHTB

DeflAKa HakPemindahan atas
Tanah BanOunandan/atau

DPPKAD
menyiapkan SSPD

BPHTB

SSPO.BPHTB"
Penyediaan Forrulir

WP dan PPAT
tanda tangan (Lembar 4)

(Lembar 6) SSPD
SPHTB

mengurus perolehan hak atas tanah
dan alau bangunan ke ppAT dengan
menyerahkan dokumen terkait
perolehan hak atas lanah dan/atau
bangunan.

2 PPAT menerima dokumen perolehan
hak dari wajib pajak. ppAT kemudian
memeriksa data mengenai objek
pajak ke Kepala Kantor pertanahan.

3.Kepala Kantor pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan
oleh_ PPAT terkait pemeriksaan objek
pajak.

4.PPAT menyusun Draft Akta
Pemindahan Hak alas Tanah
dan/atau Bangunan.

5.PPAT kemudian menyimpan Draft
Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

6.Berdasarkan prosedur yang berjalan,
PPAT menerima formulir SSpD-
BPHTB dari Dinas pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah .

7.PPAT menghitung BPHTB terutang,
menyiapkan SSPD-BpHTB

8.WP bersama-sama dengan ppAT
kemudian menandatangani
SSPD-BPHTB.

l.Wajib Pajak (penerima hak)
Kepa Kantor

Pertanahan

Menyediaka.
dala yang

dibutuhkan
PPAT terkair
pemeriksaai
obtek palak

BUPATI KEDIRI,

ttd

\N I P. 1 9650 31 51 992021 oO2

HARYANTI SUTRISNO

\)

Tanah

(Lembar 5)

(Lembar6) SSPo
BPHTB

li



D. BAGAN ALUR

Prosedur Pem han Hak Tanah dan/atau Baurusan nan
Wajib Pajak Selaku Penerima

Hak
DPPKAD Kepala Kantor

Pertanahan

Dokumen terkait Perolehan Hak
Alas Tanah dan BangunanMengurus perclehan hak

atas tanah dan atau
bangunan ke PPAT

Memeriksa data terkail objek
pajak ke Kepala Kantor
Penanahan

Menyediakan
data yang

dibutuhkan
PPAT terkait
pereriksean
objek patet

Menyusun D€ft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah
dary'atau Bangman

runandatangani SSPD-BPHTB

BPHTB
SSPO.BPHTB,

Menghitung
renyiapkan

Fom SSPO BPHTB (6

l€mbar)

'1 .Wajib Pajak (penerima hak)
mengurus perolehan hak atas tanah.
dan atau bangunan ke PPAT dengan
menyerahkan dokumen terkait
perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

2.PPAT menerima dokumen perolehan
hak dari wajib pajak. PPAT kemudian
memeriksa data mengenai objek
pajak ke Kepala Kantor Pertanahan.

3.Kepala Kantor Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan
oleh PPAT terkail pemeriksaan objek
Pajak.

4.PPAT menyusun Draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

5.PPAT kemudian menyimpan Draft
Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

6.Berdasarkan prosedur yang berjalan,
PPAT menerima formulir SSPD-
BPHTB dari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah .

7.PPAT menghitung BPHTB terutang,
menyiapkan SSPD-BPHTB

8.WP bersama-sama dengan PPAT
kemudian menandatangani
SSPD-BPHTB.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub

KEPA IAN HUKUM

Pembina Tingkat !

,

BUPATI KEDIRI,

ttd

\
N I P. 1 965C 31 51992021 002

HARYANT! SUTRISNO

Tanah

, DPPXAD
renyiapkan SSPD

BPHTB

Penyediaan Fomulir
SSPD-BPHTB

(Lembar 2)

WP dan PPAT
tanda tangan

(Lembar 5)

(Lembar 6) SSPD
BPHTB

)



LAIVIPIRAN II: PERATURAN BUPATI KEDIRI
. NOMOR : 7 TAIIUN 2011

TANGGAL:17 - 2 -2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH WAJIB PAJAK

B, PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PpAT)
Nilerupakan pihak yang menyiapkan sspD BPHTB sebagai dasar bagi wajib pajak dalam _

membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.
3. Bank Jatim

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BpHTB terutang dari wajib pajak. Dalam
prosedur ini Bank Jatim beMenang untuk:
a. menerirna pembayaran BPHTB terutang dari Wajib pajak;

- b. memeriksa kelengkapan pengisian SSpD BpHTB;
c. mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;
d. menandatangani dan menvalidasi SSpD BpHTB yang telah lengkap pengisiannya;
e. mengarsip SSPD BPHTB lembar 5; dan
f. Mengirim SSPD BPHTB tembar ke 6 ke DppKAD.

C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS
Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran palak Daerah BpHTB
(ssPD BPHTB) yang telah diisi, Surat Setoran BpHTB merupakan surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bank Jatim atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai
berikut:
. Lembar '1:

Untuk Wajib Pajak.
. Lembar 2.

UNTUK PPAT.
. Lembar 3:

Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
. Lembar 4:

Untuk DPPKAD sebagai lampiran permohonan penelitian SSpD BpHTB.. Lembar 5:

Untuk Bank Jatim.
. Lembar 6

Untuk DPPKAD melalui Bank Jatim.
sebelum digunakan dalam proses pembayaran, wajib pajak dan ppAT menandatangani sspD
BPHTB tersebut,

Prosedur pembayaran BPI-ITB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan
proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Kas Umum Daerah.



Lanqkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank Jatim. Pada saat yang bersamaan, Wajib

Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank Jatim.
Lanqkah 3

Bank Jatim menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Bank Jatim kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran

nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dariWajib Pajak.

Lanqkah 4

Bank Jatim menandatanganiA/alidasi SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan

lembar 1,2, 3,4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Lanqkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3, dan 4 dari Bank Jatim. Wajib Pajak

kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke DPPKAD.

BAGAN PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH WAJIB PAJAK SEBAGAI BERIKUT



D. BAGAN ALUR

Prosedur B Penerima Tanah dan/atau
Uraian Wajib Pajak Selaku Penerima Hak Kasda

1. Berdasarkan prosedur pengurusan akta
pemindahan hak, maka Wajib pajak
menerima SSPD-BPHTB dari PPAT.

2. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dan
menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank
Jatim.

3. Bank Jatim menerima pembayaran,
menandatangani SSPD-BPHTB, mengarsip
SSPD-BPHTB lembar '1,2,3, dan 4 kepada
Wajib Pajak.

4. Wajib pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1,
2,3, dan 4.

5. Wajib Pajak kemudian mengajukan
permohonan penelitian SSPD-BPHTB
kepada DPPKAD.

Dari Prosedur 1 (Prosdur
pengurusn Akta pemindahan
hak)

(lembtr 6)
SSPD 8PHT8

Arsip

{
Selanjutnya digunakan dalam
proses pelaporan i

(lembar 2)

(lembar 5)

(lembar 6)

Menerim Pembayaran

BPHTB & menandatangani

SSPO-BPHTB

(lembar
(lembar 6)
SSPO BPHTB

(lembar 4)
SSPD BPHTB

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRAS! UMUM
ub

KEP HUKUM

Pem na Tingkat
E

BUPATI KEDIRI,

ttd

NtP. 1 965031 51992021002 )

HARYANTI SUTRISNO

)



D. BAGAN ALUR

I

Wajib ku Penerima Kasda

1. Berdasarkan prosedur pengurusan akta
pemindahan hak, maka Wajib pajak
menerima SSPD-BPHTB dari PPAT.

2. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dan
menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank
Jatim.

3. Bank Jatim menerima pembayaran,
menandatangani SSPD-BPHTB, mengarsip
SSPD-BPHTB lembar 1 ,2,3, dan 4 kepada
Wajib Pajak.

4. Wajib pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1,
2,3, dan 4.

5. Wajib Pajak kemudian mengajukan
permohonan penelitian SSPD-BPHTB
kepada DPPKAD.

Dari Prcsedur 1 (Pro*dur
pengurusn Akta pemindahan
hak)

(lembar 6)
SSPD BPHTB

t
I

Selanjutnya digunakan dalam
proses pelaporan i

(lembar 2)

(lembar 5)

(lembar 6)

Menerima Pembayaran

BPHTB & menandatangani

SSPO.BPHTB

(lembar 1)

(lembar 3)
(lerb3r 6)
SSPD EPHTB

Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub

KEP HUKUM

MM
Pembina Tingkat I

BUPATI KEDIRI,

ttd

)
N I P. 1 9650 31 51 992021 A02

HARYANTI SUTRISNO

(lembar 4)
SSPD BPHTB

)



LAMPIRAN lll: KEPUTUSAN BUPATI KEDtRt
NOMOR :7 ]'AFttJN2011
TANGGAL:17-2 -2011

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK
DAERAH - BPHTB (SSPD-BPHTB)

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS
Lano kah I
wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan
untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas:- SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh Bank Jatim I- Fotokopi identitas wajib pajak (dapat berupa Kartu Tanda penduduk/ surat lzin

I\rengemudi/ Paspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau surat Keterangan Hubungan Keluarga. daram har

transaksi waris;
- Fotokopi identitas Kuasa Wajib pajak (dalam hal dikuasakan),
- Fotokopi Kartu NPWPD;
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur penelitian surat setoran pajak Daerah BpHTB merupakan proses

verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam surat setoran pajak Daerah BPHTB, prosedur ini dirakukan
setelah wajlb Pajak merakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
surat setoran Pajak Daerah BpHTB melalui Kas Daerah. penelitian surat setoran
Pajak Daerah BPHTB dirakukan oreh Dinas pendapatan, pengeroraan Keuangan
dan Aset Daerah. Jika semua kerengkapan dan kesesuaian data objek pajak
terpenuhi maka DPPKAD akan menandatangani Surat setoran pajak Daeiah
BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT
't. Wajib Pajak selaku penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada DpPKAD
atas Surat Setoran pajak Daerah BpHTB yang telah dibayarkan.

2. OPPKAD
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang
tercantum dalam surat setoran pajak Daerah BpHTB. Kasi pendataan dan
Pendaftaran berwenang dan bertugas untuk:
a. meminta data terkait objek pajak kepada Kasi perimbangan dan Bagi Hasir;
b. metneriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak

yang tercantum dalam SSpD BpHTB; dan
c. menandatangani Surat setoran pajak Daerah BpHTB sebagai divaridasi.

3. Bidang Perimbangan dan peningkatan pendapatan DppKAD
Merupakan pihak yang menyimpan database oblek pajak Bidang ini
menyediakan data terkait objek pajak kepada Bidang pendapatan. Bidang
Perimbangan dan Peningkatan pendapatan berwenang dan bertugas untuk:
a. mengelola database objek pajak; dan
b. menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Bidang pendapatan.



Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak
kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. SSPD BPHTB
(lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Kasi Pendataan dan Pendaftaran.
Lanqkah 2
Kasi Pendataan dan Pendaftaran menerima Permohonan Penelitian SSPD BPHTB.
secara tertulis dengan lampiran SSPD BPHTB 4 lembar (lembar 1,2,3 dan 4) untuk
yang ada setoran ke Kas Umum Daerah atau 6 lembar (lembar 1,2,3,4,5 dan 6) untuk
yang nihil serta dokumen pendukung lainnya. Kasi Pendataan dan Pendaftaran
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak PBB berdasarkan
Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima dari Wa.jib Pa.jak, selanjutnya,
mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Kasi Perimbangan dan Bagi
Hasil.
Lanqk ah3
Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil menerima Formulir Penga.juan Data dari Kasi
Pendataan dan Pendaftaran. Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil menarik data yang

dibutuhkan dari sistem database objek pajak PBB. Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil
kemudian mencantumkan informasi objek pajak PBB pada Formulir Data Obyek Pajak.
Kemudian Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil menyerahkan kembali semua dokumen
penelitian SSPD-BPHTB kepada Kasi Pendataan dan Pendaftaran.
Lanqkah 4
Kasi Pendataan dan Pendaftaran menerima dokumen penelitian SSPD-BPHTB dari
Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil, Kasi Pendataan dan Pendaftaran kemudian
memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen
pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Kasi Perimbangan dan
Bagi Hasil, kemudian diajukan ke Kepala Bidang Pendapatan untuk drvalidasi. Dalam
kondisi tertentu , Bidang Pendapatan bersama-sama Bidang Perimbangan dan Bagi
Hasil berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data.
Lanqkah 5
Setelah semua kebenaran ihformasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan
dokumen pendukung terpenuhi, maka Kepala Bidang Pendapatan menandatangani
SSPD BPHTB, Kasi Pendataan dan Pendaftaran mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4)
sebagai dokumentasi. Kasi Pendataan dan Pendaftaran lalu menyerahkan SSPD
BPHTB (lembar I , 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB,
FORMULIR PENGAJUAN DATA, FORMULIR DATA OBJEK PAJAK SERTA BAGAN
PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB SEBAGAI BERIKUT :



: 1 (satu) set
: Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti

Kepada Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Kediri

Yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama Wajib Pajak :

Lampiran
Hal

NPWPD

Alamat

BersamainimenyampaikanSSPD.BPHTBuntuktitelitiatasperolehanhakatastanahdanataubangunan
sebagai berikut

NOP

Alamat

Desa/ Kelurahan : """"

Kecamatan : .....""'

Kabupaten : Kediri

Terlampir dokumen sebagai berikut :

l. dSpO-apHfa yang sudaldivalidasi oleh kasda'

2. Fotokopi sppr aia-u srlsl struk ATM bukti pembayaran PBB lainnya Tahun

3. Fotokopi ldentitas Wajib Pajak berupa""""
4. Surat Kuasa dariWajib Pajak 

-.)

5. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak ..)

menyatakan bahwa :

'- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai

'- Nilai BPHTB terutang"yJngt""nt'm dalam SSPD-BPHTB telah sesuai

'- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/ dan bangunan telah lengkap

*)

b

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

.20

Keterangan Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak 
.)

coret yang tidak Perlu
lam hald

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan ssPD-BPHTB dan dokumen pendukung dariwajib Pajak, dengan inikami

.20..

Kasi Pendataan dan Pendaftaran

trnffi
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I

I
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I
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I

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengaiukan

permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Wajib Pajak

NPWPD

serta data objek pajak atas

Nomor Oblek Pajak (NOP)

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

...20.
Kasi Pendataan dan Pendaftaran

II tr

t-I_



Dengan Hormat,
Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu:

1. Nama Wajib Pajak

2. NPWPD

3. Perolehan Hak Selama Tahun berjalan

a.

b.

c.

d.

Nomor Objek Pajak (NOP)

Letak tanah/bangunan

^. Kelurahan/Desa

-Y Kecamatan

n
7. RT/RW

9. Kabupaten/ Kota

Penghitungan NJOP PBB:

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SSPD-BPHTB.
Terima kasih.

Luas x NJOP PBB / m2

NJOP PBB

Kabid Perimbangan dan Bagi Hasil

Uraian
Luas

(Diisi luas tanah dan
atau bangunan yang

haknya diperoleh)

NJOP PBB / m2
(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

terjadinya
perolehan hak / tahun... . .. .

Tanah (bumi) 7 m2 I tt

Bangunan I m2 10 12

11

tr

,6

I



D. BAGAN ALUR

Prosedur n urat
Uraian Pajak Selaku Penerima ng Pendapatan

Pen
g Perimbangan

katan Penda

Lampiran Surat Permohonan
Penelitian SSPD-

(Lembar 4)
SSPD.BPHTB

Mengajukan data terkait objek

Form Pengajuan

Data
Fom Pengaiuan
Data

Penyiapan Oata
Terkait Objek PaiakSetoran

Kurang
Form Pengajuan
Data (Terisi)

Penelitian

SSPO-BPHTB

Pembayaran SSPD
BPHTB atas kekurangan

Pembayaran
Form Peogajuan
Data (Tensi)

(Lembar 4) SSPD-
(Lembar 3)
SSPO.BPHTE

(Lembar 3)
SSPD-BPHTB

1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan
dokumen terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib
pajak kemudian mengajukan Formulir
Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3,
dan 4, dan dokumen pendukung lainnya ke Kasi
Pendataan dan Pendaftaran (DPPKAD).

2.Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil menyediakan
data terkait objek pajak dengan membuka
database objek pajak.

3 Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil mengisi data
objek pajak pada Formulir Pengajuan Data.
Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil kemudian
menyerahkan Formulir Pengajuan Data kepada
Kasi Pendataan dan Pendaftaran.

4.Kasi Pendataan dan Pendaftaran meneliti
SSPD-BPHTB dan lampiran-lampiran
pendukung berdasarkan data objek pajak yang
diterima dari Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil
(untuk data yang telah sesuai dengan data
base).

S.Kasi Pendataan dan Pendaftaran
menandatangani SSPD-BPHTB dan
menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

Menyiapkan dokumen{okumen terkait
penelitian penelitian SSPD-BPHTB

Lampiran

(Lembar 2)

Surat Permohonan
Penelitian SSPD-
BPHTB

(Lembar 3)

(Lembar 4)

SSPD-PHTB

LampiranFom Pengajuan
(terisi)

Surat
Pemohonan
Penehtian SSPD

Sesuai

Database
Objek paiak

Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH
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tJ. BAGAI'i ALUR

Databa*
Objek paiak

Prosedur Penelitian Surat Setoran Daerah-BPHTB
Bidang Pendapatan Bidang Perimbangan dan

Pen

Lampiran Surat Permohonan

Penelitian SSPD-

(Lembar 4)

SSPD.BPHTB

Mengaiukan data terkait objek

Fom Pengajuan

Oata

Form Pengajuan

Data

Penyiapan Data
Terkait Objek PajakSetoran

Kurang
Fom Pengajuan
Data (Terisi)

Penelitian
SSPD.BPHTB

Pembayaran SSPD
BPHTB atas kekurangan

Pembayaran Fom Pengajuan
Data (Terisi)

(Lembar i/ SSPO-
(Lembar 3)
SSPD.EPHTB

(Lembar 3)

SSPO-BPHTB

1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan
dokumen terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib
pajak kemudian mengajukan Formulir
Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 1,2,3,
dan 4, dan dokumen pendukung lainnya ke Kasi
Pendataan dan Pendaftaran (DPPKAD).

2.Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil menyediakan
data terkait objek pajak dengan membuka
database objek pajak.

3 Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil mengisidata
objek pajak pada Formulir Pengajuan Data.
Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil kemudian
menyerahkan Formulir Pengajuan Data kepada
Kasi Pendataan dan Pendaftaran.

4.Kasi Pendataan dan Pendaftaran meneliti
SSPD-BPHTB dan lampiran-lampiran
pendukung berdasarkan data objek pajak yang
diterima dari Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil
(untuk data yang telah sesuai dengan data
base).

S.Kasi Pendataan dan Pendaftaran
menandatangani SSPD-BPHTB dan
menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

Menyiapkan dokumen-dokumei ierkait
penelitian penelitian SSPD-BPHTB

Lampiran

(Lembar 2)

Surat Permohonan
Penelitian SSPD-
BPHTB

(Lembar 3)

(Lembar 4)

SSPD.PHTB

LampiranForm Pengajuan

Cerisi)

Surat
Pemohonan
Penelitian SSPD.

Sesuai

Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub

KEP IAN HUKUM

E KO MM.
Pembina Tingkat
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LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 7 TAHUN20ll
TANGGAL: 17 - 2 -2011

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur rni merupakan proses pendaftaran atas peroleh a n/peralthan hak

kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah --

kepada Kepala Kantor Pertanahan.
Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di
Kepala Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftararr
akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak menyerahkan
dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah
ke Kepala Kantor Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk:
a. mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan
b. merryiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.
3. Kepala Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah
Dalam prosedur ini Kepala Kantor Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:
a. memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan
b. memperbarui daftar hak kepemilikan tanah.

C. LANGKAH.LANGKAHTEKNIS
Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat
Setoran Pajak Daeratr BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan tembar 3. Seclangkan,
Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran
pajak penghasilan melalui kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti
Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppAT)
Lanq kah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) tembar 2 dan
lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pa.lak. PPAT kemudian
menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT
mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

Lanqkah 3
PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan
menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal
4 (2) kepada Kepala Kantor Pertanahan.



\

Lanqkah 4
Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran
perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan kemudian menelaah
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor
Pertanahan lal't memperbarui database daftar kepemilikan hak atas tanah.
Lanqkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Pertanahan lalu mehyerahkan draft Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) '
kepada PPAT.
Lanqkah 6
PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Lanqkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah
ditandatangani kepada Wajib Pajak.
Lanqkah 8
wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN SEBAGAIMANA BAGAN BERIKUT :



D. BAG \N ALUR

SSPO BPhTS
Atla Pemindaha. Hak

aras Tanah dan BanlunanAukt Penenhaan SSP Pael ,4

iie.yaapr6. & mngsiukan
Pendattar6n h.t atas tan€n at8u
Psralihan hak atas iroah dan

(L€mbar 3)
SSPDAPHIB

SSPD(bmbar 2)
APHIB

aotli P6nsinBan SSP
Pl6€l 4 ryd (2)

Atrs Pemindahan Hak
lvlenslaan ponl6jlan dan mnp€rh.h.tui
datar perdshan ater Por.lihan H.& ,as

Buhl P€n€.iGan SSP Paer 4 ayal (2)

SSPD BPHTE
Aha P6mrndahan Hakatas Tanahdan B3ngunan

Ald. Pam'ndrh.n Hak alas

peo&y&6n PPh d, KPP

SSPO EPHTB

(tgll$ar 1)

(t€mba' 3)

Autii P.idmsan SPP

1. Berdasarkan prosedur pembayaran dan prosedur
penelitian, Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,

2, dan 3. Wajib Paiak lalu memberikan SSPD BPHTB
lembar 2 dan 3 kepada PPAT-

2. Berdasarkan transaksi pembayaran PPh diKanlor
Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga menyerahkan Bukti
Penerimaan SSP pasal 4 ayat (2) kepada PPAT.

3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan. PPAT kemudian menyiapkan
pengajuan pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak
atas tanah. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan, SSPD BPHTB lembar 3, dan aukti
Penerimaan SSP pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

5. Kepala Kantor Pettanahao menelaah pengajuan dan
memperbarui daftar perolehan/peralihan hak atas tanah.
Kepala Kantor Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB
lembar 3.

6. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan Akta
pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan
Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada PPAT

7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian menyerahkan
Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
kepada Wajib Pajak.

Uraian

atas TaMh dan banqumn
Menandaianqad Akra Pemndahan Hak atas Tanah

P.osedu. Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas fanah da6/atau nke Flntcr Pertanahan
ibP elaku Penedma Hak ,:ge!3!,P'eruce\-

I

SSPO BPHTB
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.,/. BAGAN ALUR

Prosedur P€ndafta6n Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Ba unan ke la Kanlar Pertanahan

alas Tamh dan Eangunan

pembayaran PPh dr KPP

SSPO BPHTE

Menyiapkan p€nsurusan

(L6mbar 3)

AuKi Pdn€rimaan SPP

a Kanto. Pertanak Selaku Penerima Hakib bat Pembuat Akta TanahPe

SSPO EPHTE

BuktiPener maan SSP Pasal4

SSPO BPHTB
Menyiapkan & mengajukan
pendafl.En hak alas tanah alau
peralrhan hak atas laffih dan

SSPD(lsmbar 2)
BPHTB

Menelaah pen$juad dan mempe.bahatui
danar p€roleMn alau p€ralihan Hak alas

auk Pe.enmaan SSP Pael4 ayat (2)

SSPO EPHTB

'l. Berdasarkan prosedur pembayaran dan prosedur
penelitian, Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar '1,

2, dan 3 Wajib Pajak lalu memberikan SSPD BPHTB
lembar 2 dan 3 kepada PPAT.

2 Berdasarkan lransaksi pembayaran PPh di Kantor
Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga menyerahkan Bukli
Penerimaan SSP pasal 4 ayat (2) kepada PPAT.

3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan. PPAT kemudian menyiapkan
pengajuan pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak
atas tanah. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.

4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan, SSPD BPHTB lembar3, dan Bukti
Penerimaan SSP pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

5- Kepala Kanlor Pertanahan menelaah pengajuan dan
memperbarui daiar perolehan/peralihan hak atas tanah
Kepala Kantor Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB
lembar 3.

6. Kepala Kantor Perlanahan menyerahkan Akta
pemindahan Hak Atas Tanah dan/alau Bangunan dan
Bukti Penerimaan SSP Pasal4 ayat (2) kepada PPAT

7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah dan/alau Bangunan. PPAT kemudian menyerahkan
Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
kepada Wajib Pajak.

U raian

alas Tanah dan bang!nan

Menandalangani Akla Pemindahan Hek atas Tanah

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 7 TAHUN2011

. TANGGAL:17-2-2011

PROSEDUR PEI..APORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur pelapoian BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Kas

Daerah dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Walib pajak.

Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan Pejabat pembuat Akta
Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening
penerimaan kas umum daerah.

B. PIHAK TERKAIT
1. Bank Jatim

Merupak.rn pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib pajak

melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan Kas Umum Daerah.
Kas Umum Daerah berwenang dan bertugas untuk:
a. menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;
b. menerbitkan dan mengirim Nota Kredit dan/atau Laporan Kas Harian atas

setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan Kas Umum
Daerah, dan

c. Melakukan validasi SSPD BPHTB;
d. Mengirimkan lembar ke 6 SSPD BPHTB ke DPPKAD.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
lvlerupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang cian
bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

3. Kasi Penetapan dan Dokumentasi
Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi pAD

berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank Jatim dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. Dalam prosedur ini Kasi Penetapan dan Dokumentasi
berwenang dan bertugas untuk:
a. menerima SSPD BPHTB lembar ke 6 dari Bank Jatim;
b. menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan dari PPAT; dan
c. menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS
C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Kas Umum Daerah

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank Jatim mengarsip SSPD BPHTB lembar 5

atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wa.jib Pajak yang melalui
mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan Kas Umum Daerah.



Lanqkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5, Bank Jatim mencatat dalam Nota Kredit dan/
atau Laporan Kas Harian atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak.
Lanqkah 3

Bank Jatim kemudian menyerahkan Nota Kredit dan/atau Laporan Kas Harian ke
Kasi Penetapan dan Dokumentasi atas setiap penerimaan pembayaran BPI-ITB

melalui rekening penerimaan Kas Umum Daerah.
Lanqkah 4
Kasi Penetapan dan Dokumentasi menerima Nota Kredit dan/atau Laporan Kas
Harian dari Bank Jatim. Kasi Penetapan dan Dokumentasi kemudian mencatat
penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan dan Penyetoran. Kasi Penetapan dan
Dokumentasi juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register Pembukuan
Penerimaan BPHTB.
Lanqkah 5

Kasi Penetapan dan Dokumentasi menerima SSPD BPHTB lembar ke 6 dari Bank
Jatim.

C.2. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Lanqka h1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD
BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.
Lanqkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.
Lanqkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan ke Kasi Penetapan dan Dokumentasi.
Lanqkah 4
Kasi Penetapan dan Dokumentasi menerima Laporan Penerbitan Akta Perrrrndahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.3. Pelaporan Realisasi PAD

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur diaLas, maka Kasi Penetapan dan Dokumentasi nrenerima
dokumen berupa SSPD BPHTB lembar ke 6 dari Bank Jatim, dan Laporan
Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT.
Lanqkah 2

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Kasi Penetapan dan Dokurnentasi
menyusun Laporan Realisasi PAD.

BENTUK DAN ISI LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT SERTA BAGAN
PROSEDUR PELAPORAN,BPHTB SEBAGAI BERIKUT :



Nama PPAT
Alamat
NPWP
Daerah Kerja

LAPORAN PENERBITAN AKTA OLFH PPAT
Bulan................-..............-TAHUN..........

Kepada Yth
Kepala Dinas
Pendapatan. Pengeloiaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kediri

I,IAMA, ALAMAT, DAN NPWP LUAs (M1 SPPT PBB SSP SSPD BPHTE
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PANDUAN PENG ISIAN LAPORAN PENERBITAN A OLEH PPAT

Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh: Moch.
Fadika, SH, atau Wisbenth Tangguh, SH.

Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Kediri.

Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Kediri.

Bulan bersangkutan

Tahun bersangkutan

Nomor urut pengisian tabel.

Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh:
tanggal pembuatan akta 4 Oktober 201 1 ditulis; 4 - 10 - 20j1.

Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.

Nama, alamat, dan NPWPD pihak yang mengalihkan/memberikan.
Contoh: John beralamat di Jl. lndustri Raya No.9 dengan NpWpD
49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), Jl. lndustri Raya No 9
(baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000 (baris setanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWPD pihak yang menerima (cara penulisan
seperti kolom 5).

Jenis dan nomor hak.

a, Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.
- Hak Milik = M
- Hak Guna Usaha = [-l

- Hak Pakai = P
Contoh: Hak Milik No. 373/ Raya terletak di Kelurahan Pare

Ditulis:
- M.3731 Raya (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Raya sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak
yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat
bukti hak yang bersangkutan.

Contoh : Verosponding lndonesia Kohir nomor 471465 masa palak

tahun 1960 - 1964

Ditulis : V.l No 471465 tahun 1960 - 1964

Contoh : Petuk Pajak C. No 395 Blok ll.D persil 30

Ditulis : C, No. 395 Blok ll.D ps.30

Diluar Tabel

Nama PPAT :

Alamat '.

NPWP :

Daerah Kerja :

Bulan :

Tahun :

Didalam Tabel

Kolom 1 :

Kolom 2 :

Kolom 3 :

Kolom 5 :

Kolom 7 :



Kolom 8 Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

kelurahan/desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan 1O : Diisi tuas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/d ibeba n j

Contoh: Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan lantai dasar

seluas 50 m2 dan lantai satu seluas 25 m2.

Kolom 11

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh: Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 1 00.000.000

Ditulis : 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum

pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak

tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh: No. SPPT 31.74.021 .OO2.O4O -0124.0111-01

Ditulis : 021.002.340 - 0124.0t2011 (dapat disambung ke bawah

sehubungan dengan.terbatasnya lebar kolom)

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi

NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan.

Contoh 1: Pengalihaniperolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT

(NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) ada 3r Rp.

2s0.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keselLrruhan

bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m2 dan

bangunan 25 m2 adalah sebagian tanah atau seluas 50 m2

dan keseluruhan bangunan seluas 25 m'. Diketahul NJOP

(SPPT) tanah adalah Rp. 20O.OOo.OOO (untuk 100 m'; <lan

bangunan adalah Rp. 5O.OOO.OOO (untuk 25 m2), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m2 : Rp 100 000 000

- NJOP bangunan seluas 25 m2 : Rp. 50.000.000

- ' Total NJOP : RP. '150 000 000

Ditulis : '150.000.000

Kolom 12

Kolom 1 3

Kolom 14dan 15: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan

besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas

tanah dan . atau bangunan (data diperoleh dari pihak yang

mengalihkan).



Kolom 16 dan17: Diisi tanggal' pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan
besarnya pembayaran BPHTB.

Kolom 18 : f\Iencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan
dengan keterangan.

a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan/atau bangunan

Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan
dokumen ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar
isian (pendaftaran) dan/atau tanggal penyampaian.

Contoh : - d.i 30114097111 atau

- tanggal 10 -7 :2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan
penerima hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis :ayah.an?k



D. BAGAN ALUR

rosedur BPHTB
Uraian Bank Pembuat Akta Tanah Seksi Peneta dan Dokumentasi

Menyiapkan Laporan Penerbitan
Akta

Resistq SSPD SPHTB Laporan Penerbitan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dary'atau Bangunan

SSPD EPHTB (Lembar 6) Laporan Penerbitan Akla Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Regisler

Dari Prosedur 4 (prosedur pendaftaran

Akla ke Kepala Kantor pertanahan)

SSPD-8PHTB (Lemba12)

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/alau

Menyiapkan
Laporan
Realisasi PAD

SSPD BPHTB
(Lembar 6)

1. Berdasarkan prosedur sebelumnya Bank Jatim
mengarsip lembar 5 atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari WP.

2. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6 Bank
Jatim membuat register SSPD-BPHTB.

3. Bank Jatim memberikan SSPD-BPHTB lembar 6
dan Register SSPD-BPHTB ke fungsi pembukuan
dan pelaporan.

4. PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan
menyiapkan Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

5. PPAT memberikan Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

6. Kasi Penetapan dan Dokumentasi menerima
dokumen berupa Register SSPD-BPHTB, SSPD
BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan
Penyetoran, register STS, dan Laporan
Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan.

7. Berdasarkan dokumen{okumen tersebut, Kasi
Penetapan dan Dokumentasi menyusun Laporan
Realisasi PAD.

Nota lcedil

M€nyiapkan
Register SSPO

Oari Prcsdur 2
(Prosedur Pembayaran
BPHTB)

Arsip SSPD BPHTB
(Lembar 5)

SSPD BPHTB
(Lembar 6)

Menerbitkan Nota
Kredil atas

Penerimaan BPHTB

+

Laporan
Realisasi PAO

Salinan sesuai dengan astinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub

KEPALA BAGIAN HUKUM

EKO
Pembina Tingkat

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANT! SUTRISNO

N r P. 1 965031 51992021002

) )

I



D. BAGAN ALUR

N BPHTBProsedur
S I n entasiD Tanahbat PembuatUraian

Menyiapkan Laporan Penerbitan

Akta

Regisler SSPO BPHTB Laporan Penerbilan Akta P€mindahan

Hak alas Tanah dan/atau Bangunan

SSPO BPHTB (Lembar 6) Laporan Penertitan Akta Pmindahan
Hak at s Tanah dan/atau Eangunan

Rsgister

Dari Prcsedur 4 (prosedur pendaftaran

Akta ke Kepala Kantor pertanahan)

SSPD-BPHTB (Lemba12)

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
o-^^,.^^^

llenyiapkan
Laporan
Realissi PAD

SSPO BPHTB
(Lembar 6)

Noia Kredit

Menyiapkan

Register SSP0

Dari Prosdur 2
(Prosedur Pembayaran
EPHTB)

Arsip SSPD BPHTB
(Lembar 6)

SSPO BPHTE
(Lembar 5)

Menerbitkan Nota

Kredit atas
Penerimaan BPHTB

1. Berdasarkan prosedur sebelumnya Bank Jatim
mengarsip lembar 5 atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari WP.

2. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6 Bank
Jatim membuat register SSPD-BPHTB.

3. Bank Jatim memberikan SSPD-BPHTB lembar 6
dan Register SSPD-BPHTB ke fungsi pembukuan
dan pelaporan.

4. PPAT menerima SSPD-BPHTB lembar 2 dan
menyiapkan Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

5. PPAT memberikan Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

6. Kasi Penetapan dan Dokumentasi menerima
dokumen berupa Register SSPD-BPHTB, SSPD
BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan
Penyetoran, register STS, dan Laporan
Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan.

7. Berdasarkan dokumen-dokumeir tersebut, Kasi
Penetapan dan Dokumentasi menyusun Laporan
RealisasiPAD.

Laporan
Realisasi PAO

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub

IAN HUKUM

EKO
Pembina Tingkat !

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

TMIKO

Nr P. 1 965031 51992021002

)



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 7 TAHLN2011
TANGGAL: 17 - 2 -2011

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur penetapan'Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses

yang dilakukan Kasi Penagihan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang
yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan SKPDKB BPHTB/ KPDKBT BPHTB merupakan proses
yang dilakukan Kasi Penagihan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang
dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5
(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
diterbitkan oleh Kasi Penagihan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang Kasi Penagihan
dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang
hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Kasi Penagihan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database Daftar Sural Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar
SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB,
dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan
Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran
jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Kepala PPKAD
a. Menerbitkan STPD BPHTB;
b, Menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB;
c. Menerbitkan SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB;
d. Menerbitkan Surat Teguran;

3. Kasi Penagihan
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
a. memeriksa SSPD BPHTB;
b. menyiapkan STPD BPHTB;
c. menyiapkan SKPD Kurang Bayar BPHTB;
d. menyiapkan SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB;

G. LANGKAH-LANGKAHTEKNIS
C.1. Penetapan STPD.BPHTB

Lanqkah I
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Kasi Penagihan
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.



Lanqkah 2
Kasi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.
Lanqkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitunJ,
dan kena bunga/denda maka Kasi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Kasi
Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.
Lanqkah 4
Kasi Penagihan menyiapkan STPD BPHTB untuk ditandatangani Kepala DPPKAD
berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah
hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Lanqkah 5

Kasi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2)
Lanqkah 6

Kasi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak
Lanqkah 7

Kasi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPI-ITB
yang telah dikirirxkan kepada Wajib Pajak.
Lanqkah 8
Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang
Bayar BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Kasr Penagihan
akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.
Lanqkah 2
Kasi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5

(lima) tahun semenjak dibdyar oleh Wajib Pajak. Kasi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB
yang ternyata kurang bayar, Kasi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD
BPHTB yang kurang dibayar.
Lanqkah 3
Kasi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Kasi Penagihan memeriksa nilai BPHTB

terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.
Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Kasi Penagihan kemudian
menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar.
Lanqkah 4
Berdasarkan daftar yang telah dibuat Kasi Penagihan, Kepala DPPKAD
menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan
(rangkap 2).

Lanqkah 5

Kasi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang

Bayar Tambahan (lembar 2).

Lanqkah 6
Kasi Penagiha,r mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang

Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.



Lanqkah 7
Kasi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDB Kurang Bayar atas setiap SKPDB
Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Lanqkah 8

Kasi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas setiap
SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.
Lanqkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan dan
membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Lanqkah 1

Berdasarkan prosedur pehetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/ SKPD
Kurang Bayar Tambahan, Kasi Penagihan menyimpan:

a. Daftar STPD BPHTB
b. Daftar SKPD liurang Bayar
c. Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Kasi Penagihan memantau surat
ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.
Lanqkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Kasi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang
masih terutang. Pendekatan persuasif, meiiputi:

a. Menghubungi wajib pajak melalui telepon
b. Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Lanq kah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran palak secara fhengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Kasi
Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang.
Lanqkah 4
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pa.jak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak diselujui, maka
Kepala PPKAD menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).
Lanokah 5

Kasi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
Lanqkah 6

Kasi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib Pa.iak

Lanqkah 7

Wajib Pajak menerima Surat Teguran
Lanqkah 8
Kasi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran
yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH, DAFTAR SPPD BPHTB
YANG KURAI.'IG DIBAYAR, DAFTAR SSPD BPHTB YANG TIDAK/KURANG
DIBAYAR, SALAH TULIS, SALAH HITUNG, DAN KENA BUNGA/DENDA, DAFTAR
SURAT TEGURAN, SURAT TEGURAN SERTA BAGAN PROSEDUR PENAGIFIAN
BPHTB SEBAGAI BERIKUT:



PEMERI NTAH KABUPATEN KEDIRI

OINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Jumlah masih harusterutan

TahunNomor:

Letak Obiek Pajak
Kabupaten/Kota:
Kecamatan:
Desa/Kelurahan:
Alamat:

Nama & Alamat Wajib Pajak

NOP: NPWP:

Tanggal Jatuh Tempo: Tempat Pembayaran:

20Kabupaten Kediri,..,
Kepala Dinas Pendapatan'1 surat Tagihan ,". ,"roffiHrs Tanah & Bangunan

(STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak
tangga: diterima.
2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum
dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan
penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita, dan lelang.

Perincian Pajak yang Terutang

1 . Paiak yanq terutanq menurut SSPD BPHTB/ SKPDB l(uranq Bayar/ SKPDB Kuranq Bayar Tambahan-) Tahun .. . Rp
2. Telah Ro.

3. Penquranqan Rp.
Rp4. Jumlah Vanq dapat diperhitunqkan (anska 2 + anska 3)

5. Paiak Vanq kuranq dibayar (anska 1 - anska 4) Rp
6. Denda administras 2% x 24 bulan x Rp. (anoka 5) Rp
7. Paiak yano terutanq berdasarkan putusan BPSP dikuranq anska 1 Rp
B. Paiak yanq masih harus dibayar (5 + 6 + 7) Rp



Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAI.I DAN ASET DAEEAH

Daftar SSPD BPHTB
yang kurang dibayar

Kasi Penagihan

NO

NAMA DAN ALAMAT WP,

LETAK TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN, NOP PBB

NOMOR & TANGGAL
PENERBITAN SSPD BPHTB

PAJAK YANG KURANG
DIBAYAR (Rp)

SANKSI
ADMINISTRASI

(Rp)

PAJAK YANG

MASIH HARUS

DIBAYAR (Rp)

4+5

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

NIP

))



Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Daftar SSPD BPHTB
yang tidaU kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

Kasi Penagihan

NO

NAMA DAN ALAMAT WP,

LETAK TANAH DAN'ATAU

BANGUNAN, NOP PBB

NOMOR & TANGGAL
PENERBITAN SSPD BPHTB

PAJAK YANG KURANG
DIBAYSR (Rp)

SANKSI
ADMINISTRASI

(Rp)

PAJAK YANG

MASIH HARUS

DIBAYAR. (Rp)

4+5

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

NIP

) )



Dditar Surat Te$uran

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KE UANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN
TAHUN

Daftar Surat Paksa

NO

NAMA DAN ALAMAT WP,
LETAK OP, YANG

DITERBITKAN SURAT
TEGURAN

JENIS
PAJAK

TAHUN
PAJAK

NOP, NO & TANGGAL SURAT
TEGURAN

TANGGAL
JATUH TEMPO

PAJAK YANG KURANG
DIBAYAR (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

))



Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Kepada Yth,

Nama :

NOP :

Alamat:

SURAT TEGURAN
Nomor:

A/lenurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagar berikut

(.) Coret yang tldak perlu

dengan huruf

JENIS
PAJAK

TAHUN
PAJAK

NOP,NO&TANGGAL STPD
BPHTB/SKPDB KURANG

BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR
TAMBAHAN(-)

TANGGAL
JATUH TEMPO
PEMBAYARAN

JUMLAH
TUNGGAKAN
PAJAK (Rp)

JUMLAH

UntukmencegahtindakanpanggilanpaPeiaturanKeFara
Daerah Nomor ..Tahun ...... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka diminta
kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu ) hari

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera

melaporkan kepada kami.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kediri
PAJAK HARUS DILUNASI DALAI\4 WAKTU
21(DUA PULUH SATU) HARI SETELAH
TANGGAL SURAT TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT,
TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN
DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

NIP

PERHATIAN



D. BAGAN ALUR

n Alir 1: Pe n STPD BPHTB Kasi Pen nwai ib PaiakUraian

Lembar 2

Lembar 2

STPD BPHTB
Lembar 1

STPD BPHTB

Arsip

Lembar 1 STPD BPHTB

Memperbaharui daftar

STPD BPHTB

Daftar STPD
BPHTB

1 Berdasarkan Prosedur Pembayaran BPHTB

sebelumnya, maka Kasi Penagihan
mengarsip SSPD-BPHTB Yang telah

dibayarkan oleh Wajib Pajak.

2. Kasi Penagihan memeriksa setiap SSPD

BPHTB terutang Yang tidak/ kurang

dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena

bunga/ denda

3. Atas SSPD-BPHTB terutang yang tidak/
kurang dibayar, salah tulis, salah hitung

dan kena bunga,' denda maka Kasi

Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB
yang tidaU kurang dibaYar, salah

iulis, salah hitung dan kena bunga/

denda. Seksi Penagihan kemudian

mengarsip daftar tersebut.

4. Kepala DPPKAD menerbitkan STPD BPHTB

berdasarkan daftar SSPD BPHTB Yang
tidaU kurang dibayar, salah tulis, salah
hitung dan kena bunga/ denda. Surat

Tagihan BPHTB dibuat rangkaP 2.

5. Kasi Penagihan mengarsip STPD BPHTB
(lembar 2).

6. Kasi Penagihan mengirimkan STPD
BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

7. Kasi penagihan memperbaharui Daftar

STPD BPHTB atas setiap Surat Tagihan
yang telah dikirimkan kepada Wajib
Pajak.

B. Wajib Pajak membayarkan BPHTB terutang
menurut STPD BPHTB sesuai dengan
prosedur pembaYaran BPHTB.

Lembar 1

STPD BPHTB

Proses PembaYaran

dan lainnya mengikuti
prosedur sebelumnYa

Prosedur
Pembayaran
BPHTB

SSPD

BPHTB

Memeriksa Pajak terutang Yang

tidaUkurang dibaYar, salah tulis,

salah hitung , kena bunga/ denda

ArsipDaftar SSPD BPHTB Yang

tidaUkurang dibaYar, salah tulis,

salah hitung , kena bunga/ denda

Penerbitan STPD BPHTB oleh Ka. DPPKAD

Mengirimkan Surat tagihan

BPHTB kePada Wajib Pajak



s. !, i\Jfr

Arsip

Memperbaharui daftar SKPD
Kurang Bayar Tanrbahan

Daftar SKPD Kurang
Bayar Tambaharr

ab

Prosedur
Pembayaran BPHTB

It/emeriksa pajak terutang
yang kurang dibayar

Daftar SSPD BPHTB
yang kurang dibayar

Daftar SKPD Kurang Bayar
yang masih kurang dibayar

Penerbitan SKPD Kurang
Bayar oleh Ka. DPPKAD

Penerbilan SKPD Kurang Bayar
Tambahan oleh Ka. DPPKAD

Lembar2 SKPD
Kurang BayarLembar 1

SKPD Kurang Bayar Kurang Bayar

Lembar 2
SKPDLembar 1

SKPD Kurang Bayar
Tambahan

Arsip
Mengirimkan Surat SKPD Kurang
Bayar kepada Wajib Pajak

Mengirimkan Surat SKPD Kurang
Bayar Tambahan kepada Wajib
PajakLembar 1

SKPD Kurang bayar
Lembar 1

SKPD Kurang bayar
Lembar"l
SKPD Kurang Bayar
Tambahan

Lembar 1

SKPD Kurang Bayar Tambahan

li4emperbaharu i daftar
SKPD Kurang Bayar

Proses Pembayaran dan
lainnya mengikuti

prosedur sebelumnya

prosedur pembayaran BPHTB
maka Kasi Penagihan akan

I mengarsip SSPD-BPHTB ying retah
dibayarkan oleh Wajib pajak.

2. Kasi Penagihan memeriksa setiap SSpD
BPHfB yang telah berjangka waktu 5(lima)
tahun semenjak dibayar oleh Wajib pajak. Kasi
Penagihan memeriksa nilai BpHTB terutang
yang tercantum dalam SSpD-BpHTB tersebut.
Atas SSPD-BPHTB yang ternyata kurang
bayar, Kasi Penagihan kemudian menerbitkan
Daftar SSPD-BPHTB yang kurang dibayar.

3. Kasi Penagihan juga memeriksa setiap SKpD
Kurang Bayar yang telah berjangka waktu
S(lima) tahun semenjak diterbitkan. Kasi
Penagihan memeriksa nilai BpHTB terutang
yang tercantum dalam SKpD Kurang Bayar
tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang
masih kurang bayar. xaii i"nrjit rn
kemudian menerbitkan Daftar SKpD Kurang
Bayar yang masih kurang dibayar.

4. Berdasarkan daftar yang telah dibuat Kasi
Penagihan Ka. DPPKAD menerbitkan SKpD
Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKpD Kurang
Bayar Tambahan (rangkap 2).

5. .Kasi Penagihan mengarsip SKpD Kurang
bayar (lembar 2) dan SKpD Kurang Bayar
Tambahan (lembar 2).

6. Kasi Penagihan mengirimkan SKpD Kurang
Bayar (lembar 1) dan SKpD Kurang Bayar
Tambahan (lembar 2) kepada Wajib pajak.

7. Kasi Penagihan memperbaharui daftar SKpD
Kurang Bayar atas setiap SKpD Kurang Bayar
yang telah dikirimkan kepada Wajib pajak.

8. Kasi Penagihan memperbaharui Daflar SKpD
Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKpD
Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan
kepada Wajib Pajak.

9. Wajib Pajak menerima SKpD Kurang Bayart
SKPD Kurang Bayar Tambahan dan

Berdasarkan
sebelumnya,

B HTBP te SCSUA dmembayarkan nrutang enga
rosedur ran PH HTB

Berdasarkan SSpD
BPHTB dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun

semenjak dibayar Wajib
Pajak

Daftar SKPD
Kurang Bayar

Bagan Alir 2: Penetapan SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang bayar Tambahan untuk BPHTB
Uraian Kasi Pen ihan

' 
Berdasarkan SKpD
Kurang Bayar dalam

jangka waklu 5 (tima)
lahun semenjak

diterbitkan

))

I



D. BAGAN ALUR

Wajib Pajak

Ka. DPPXAD M6re.titkan Sud
TeguEn

Lembar 2 Lembar 2

Surat Teguran
Lembar 1

Surat TeguEn

Arsip

Daftar Sural Teguran

1. Berdasarkan Prosedur penetapan Surat Tagihan
BPHTB/ SKPD Kurang Bayarl SKPD Kurang Bayar
Tambahan, Kasi Penagihan menyimpan:
- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Seksi
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang
akan mendekati jatuh tempo.

2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Kasi
Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB
yang masih terutang.

3. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas
permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara
mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka
Seksi Penagihan terus melakukan pendekatan
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB
yang masih terutang.

4. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas
permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara
mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,
maka Ka. DPPKAD Surat Teguran (rangkap 2)

5. Kasi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
6. Kasi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1)

kepada Wajib Pajak.
7. Wajib Pajak menerima Surat Teguran.
8. Seksi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran

atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada
Wajib Pajak

n Alir 3: Surat uran

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub

KEP IAN HUKUM

Pembina Tingkat !

Penagihan

Di*tujui

Selama 7 (lujuh) hari seje,

saat jatuh lempo pembe!e'ar

meliputi :

- Menghubungi Wajib pata<

melalui Telepon

- Mengirimkan Surat

pemberitahqan dan

Himbauan

___l r

Tidak disturui

Memperbaharui

BUFATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Prosedur PenetaPao STPD BPHTB/

SKPD Kurang Bafarl SKPD Kurang

Bayar Tambahan
Daftar STPD
APHTA

Melakukan pendekatan se€ra
per$asif kepada wajab PaJak

Daftar SKPD
Kurang Eayar

Bayar Tambahan
Daftar SKPD

Pemintaan
penundaan/
pembayamn paiak

N r P. 1 965031 51992021002

Uraian

)



Ba
Uraian Wajib Pajak

Ka. OPPKAD Menerutkan surat
TeOuEn

Lembar 2 Letrbar 2

SuBt Telira
Lembar 1

Surat Teguran

A5:

Daftar Surat Teguran

1. Berdasarkan Prosedur penetapan Surat Tagihan
BPHTB/ SKPD Kurang Eayarl SKPD Kurang Bayar
Tambahan, Kasi Penagihan menyimpan:
- Daftar SfPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Seksi
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang
akan mendekati jatuh tempo.

2. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Kasi
Penagihan menghubungi dan melakukan pendekatan
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB
yang masih terutang.

3. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas
permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara
mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka
Seksi Penagihan terus melakukan pendekatan
persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB
yang masih terutang.

4. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas
permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara
mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,
maka Ka. DPPKAD Surat Teguran (rangkap 2)

5. Kasi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
6. Kasi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1)

kepada Wajib Pajak.
7. Wajib Pajak menerima Surat Teguran.
8. Seksi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran

atas setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada
Wajib Pajak

D. BAGAN ALUR

n Sur:t uran

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
ub

KEP IAN HUKUM

Pembina Tingkat I

nagihan

Oistuiui

Seja-€ 
_ ittr_ haar sejaL

See: €:r' iEa:.: tretnbayil.r.I

mel, t-1

- Me.::J:i-,; i,ia)rb palah

re a J ;esr-
- tuelgrnry€- Sr.at

perbefaa€'€n

HatrbaEi

__l (-

Tidak di*tujui

Memperbaharui

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Prosedur Penetapan STPD BPHTB/

SKPO Kurang Bayar/ SKPD Kurang

Bayar Tambahan
Daftar STPD
BPHTB

Melakukan pendekatan se€ra
persuasif kepada Wajib Pajak

Daftar SKPD
Kurang Bayar

Daftar SKPD
Bayar Tambahan

Permintaan
penundaan/

pembayaran pajak

rKo

NrP. 1 965031 51 992021002

l

) )



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 7 TAHUN2O1I
TANGGAL 17-2-20t1

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Kasi

Penagihan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengaiuan pengurangern

BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Kasi Penagihan kemudian menelaah dan

memeriksa penga.iuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengaiuan

dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan dilakukan berdasar Keputusan Kepala Dlnas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

B, PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB

terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya

2. Kepala DPPKAD
Merupakan pihak yang berwenang memberikan pengurangan daniatau menolak

BPHTB yang terutang.
3. Kasi Penagihan

lVlerupakan pihak yang beMenang dan bertugas untuk:

a. menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan

BPHTB;
b. menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

c. mengajukan data terkait objek pajak kepada Kasi Perimbangan dan Bagi

Hasil,
d. menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

e. menyediakan Surat Penolakan Pengaiuan Pengurangan BPHTB atau Sttrat

Keputusan Pengurangan BPHTB untuk ditandatangani Kepala DPPKAD

4. Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil
Ivlerupakan pihak yang beruenang dan bertugas untuk:

a. menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

b. menyediakan data terkait objek pajak kepada Kasi Penagihan.

C. LANGKAH.LANGKAH TEKNIS
Lanqkahtt
Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dllampiri

dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan

BPHTB kepada Kasi Penadihan.
Lanqkah 2
Kasi Penagihan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB Kasi Penag han

kenrudian menrberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Walrb

Pajak.



Lanqkah 3
Kasi Penagihan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen

tersebut, Kasi Penagihan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak

dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Lanqkah 4
Kasi Penagihan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Kasi Perimbangan dan

Bagi Hasil.
Lanqkah 5

Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil menerima Form Pengajuan Data. Kasi Perinrbangan

dan Bagi Hasil kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database objek Palak.

Lanokah 6
Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil mengisikan Formulir Pengajuan Data dengan data

terkait objek pajak.

Lanqkah 7
Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil mengirimkan Formulir Pengajuan Data (yang telah

terisi) kepada Kasi Penagihan.
Lanqkah 8

Kasi Penagihan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB

berdasarkan data objek pajak yang telah diterima Selain itu, pemeriksaan juga

dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan ataLl

kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah.
Lanqkah 9
Kasi Penagihan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Untuk ditandatangani Kepala DPPKAD.

Lanqkah 10

Kasi Penagihan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan

Lanqkah 11

Kasi Penagihan mengirimkan Surat Penolakan Penga.iuan Pengurangan BPHTB (bagi

yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang dlsetuiui) kepada

Wajib Pajak.

Lanqkah 12

wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.

BENTUK DAN ISI SURAT PENOLAKAN PENGAJUAN PENGURANGAN BPHTB,

SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB, DAN BAGAN PROST'DUR

PENGURANGAN BPHTB SEBAGAI BERIKUT :



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH
Jl. Soekarno Hatta No. 1 Telp 0354 - 672752Fax.0354 - 672752

PEMERINTAH KABUPATEN KEDI RI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN.

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA DI NAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan atas nama ... ... . .. .. .. . . .. Nomor

......... tanggal

a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea perolehan Hak

atas dan Bangunan yang terutang dalam Berita Acara

Pemeriksaan

Nomor l

Tanggal :........,
b. bahwa terdapat/tidak terdapat .) cukup alasan untuk nrengurangkan

besarnya'Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

terutang,

1, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang palak

fr,^i
2. Peraturan Bupati Kediri Nomor Tahun 20.11 tentang Sistem dan prosedur

Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten

Kediri.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG

PEIVBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Membaca

I\/enimbang

Menimbang

I\/enetapkan

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

YANG TERUTANG



PERTAl\ilA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

.) Coret yang tidak perlu

..) Diisi sesuai keperluan

Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan

pengurangan Bea Perolehan Hak atas

yang terutang kepada Wajib Pajak :

NamaWajib Pajak : ......................
Alamat Wajib Pajak : ... ... ...

Letak Objek Pajak

Tahun BPHTB

Atas Risalah Lelangi Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/

Dokumen lainnya **):

- Nomor

- Tanggal

NOP

Letak Objek

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten : Kediri

Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud diktum PERTAI\,4A,

maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

a. BPHTB Terutang Rp ... ... ... ... ...

b. Besarnya Pengurangan ( ............. .. ..) Rp...

c. Jumlah BPUTA yang seharusnya dibayar Rp ...................

sebesar : (

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;

b Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal .. . . .. . .

KEPALA DINAS PENDAPATAN.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NIP

sebagian/ menolak permohonan

Tanah dan Bangunan (BPHTB)

ini maka



D. BAGAN ALUR

Kasi Perimbangan
dan Bagi Hasil

Wajib Pajak Kasi Pendataan dan Pendaftaran
an BPHTBn Surat

Uraian
san Pen

EPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung
pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan
BPHTB kepada Kasi Pendataan dan Pendaftaran.

2. Seksi Penagihan menerima dokumen pengajuan
pengurangan BPHTB. Kasi Penagihan kemudian
memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan
BPHTB kepada Wajib Pajak.

3. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengarsip dokumen
pengajuan pengurangan. Berdasarkan dokumen
tersebut, Kasi Pendataan dan Pendaftaran kemudian
mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan
menyiapkan form pengajuan data.

4. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengirimkan Form
Pengajuan Data kepada Kasi Perimbangan dan Bagi
Hasil.

5. Seksi Perimbangan dan Bagi Hasil menerima Form
Pengajuan Oata. Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil
kemudian menarik data terkait objek pajak dari database
Objek Pajak.

6. Seksi Perimbangan dan Bagi Hasil mengisikan Form
Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

7. Seksi Perimbangan dan Bagi Hasil mengirimkan Form
Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Kasi
Pendataan dan Pendaftaran.

8. Seksi Pendataan dan Pendaftaran menelaah dan
memeriksa penga.luan pengurangan BPHTB berdasarkan
data obiek pajak yang telah diterima.

9. Seksi Pendataan dan Pendaftaran menyiapkan berita
acara pemeriksaan dan:
-Surat Penolakan Pengaiuan Pengurangan EPHTB

(untuk yang ditolak) atau,
-Surat Keputusan Pengurangan BPHTB ( untuk yang

disetu.iui ).

10. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengarsip Berita
Acara Pemeriksaan.

'll Seksi Pendataan d-n Pendaftaran mengirimkan Surat
Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang
ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan EPHTB
(bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

12. Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan
melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur
pembayaran BPHTB.

1. Watib surat penga.iuan pengurangan

Surat Kepulusan
Penouranoan BPHTB

( or" o,r, I
I dokrr"n I

J p"ndr*rng I
I penga;uan I

[. c"ns""no"nJ

Dokumen

Surat Pengajuan
BPHTEuranganPeng

M€nqaJUkan

pengurangan atas surat

ketetapab PBB

Prosedur Penetapan Surat
Tagihan/ Kurang Bayar/
Kurang Eayar Tambahan

Salinan Surat Ketetapan
APHTA

Tanda Terim
Pengajuan
Pengurangan BPHTB

Surat Penolakan Pengaiuan
Pengurangan BPHTB

Prosdur
Pembayaran

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEP A UKU

Pem Tingkat !

)

BUPATI KEDIRI,

ttd

NtP. 1 965031 51992021002

HARYANTI SUTRISNO

)



D. B.qGAN ALUR

Surat BPHTB
Wajib Pajak Kasi Pendataan dan PendaftaranUraian

Arsip

Salinan Surat

Su,at Pengaiuan Pengurangan

Fom Pengaiuan Data

Fom PerEajuan Dda (odsi)Ltenelaah dan memeriksa
psgaiuan pengurangan

DitolaU Disetujui

Berita A€ra

Arsip
APHTB

Disetuiui

Eerita A€ra
Eerita A6ra

Menerbikan bsita a€ra

pengaiuan pengurangan
pemeriksaan & surat

Mengajukan dab teikail
objek psjak

Memberikan Tanda
Terima Pengajuan

Pengurangan BPHTB

Sural Penolalan
pengajuan penguGngan

EPHTB oleh Ka- DPP(AO

Menerbitkan Eerita Aera
Pemeriksaan & Surat

Keputusan Pengurangan

Berita Acara
PemeriksaanSurat Keputusan

Pengurangan
BPHTB oleh Ka

DPPKAD

1. Wajib Pajak mengirimkan surat pengajuan pengurangan
BPHTB yang dilampiri dengan dokumen pendukung
pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan
BPHTB kepada Kasi Pendalaan dan Pendaftaran

2. seksi Penagihan menerima dokumen pengajuan
pengurangan BPHTB. Kasi Penagihan kemudian
memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan
BPHTB kepada Waiib Paiak.

3. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengarsip dokumen
pengajuan penguEngan. Berdasarkan dokumen
tersebut, Kasi Pendataan dan Pendaftaran kemudian
menga,jukan permintaan data terkait objek pajak dengan
menyiapkan form pengajuan data.

4. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengirimkan Form
Pengajuan Data kepada Kasi Perimbangan dan Bagi
Hasil.

5. Seksi Perimbangan dan Bagi Hasil menerima Form
Pengajuan Oatia. Kasi Perimbangan dan Bagi Hasil
kemudian menarik data terkait objek pajak dari database
Objek Pajak.

6. Seksi Perimbangan dan Bagi Hasil mengisikan Form
Pengajuan Data dengan data terkait objek pajak.

7. Seksi Perimbangan dan Bagi Hasil mengirimkan Form
Pengajuan Data (yang telah terisi) kepada Kasi
Pendalaan dan Pendaftaran.

8. Seksi Pendataan dan Pendaftaran menelaah dan
memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan
data objek pajak yang telah diterima.

9. Seksi Pendataan dan Pendaftaran menyiapkan berita
acara pemeriksaan dan:
-Surat Penolakan Pengaiuan Pengurangan BPHTB

(untuk yang ditolak) atau,
-Surat Keputusan Pengurangan BPHTB ( unluk yang

disetujui ).

10. Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengarsip Berita
Acara Pemeriksaan.

11. Seksi Pendataan dan pendaftaran mengirimkan Surat
Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi yang
ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB
(bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

12. W4ib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan
melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur
p€mbayaran BPHTB.

Dokumen

Prosedur
Pembayaran

Mengajukan
pengurangan atas surat
ketelapab PBB

Prosedur Penetapan Surat
Tagihan/ Kurang Bayar/
Kurang Bayar Tambahan

Salinan Surat Ketetapan
BPHTBOilampiri

dokuren
pendukung
pengaiuan
pengurangan

Surat Pengajuan
Pengurangan BPHTB

Tanda Terima
Penga.iuan

Pengurangan BPHTB

Sural Penolakan Pengajuan

Pengu.a.gan BPHTB

Surat Keputusan
Penou.anoan BPHTB

Kasi Perimbangan
dan iHasil

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KEPA IA UKUM

S

Tingkat I

BUPATI KEDIRI,

ttd

NrP. 1 965031 51 992021 002

HARYANTI SUTRISNO

Fom
Pengai€n
Oata Obiek

Paiak

PonyiaFn Data Te*ait
Obyet Paia*

Form Pengajuan
Data (terisi)

[' earrns ramoat a ltis;l
J bulan setelah surat !
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pensaiuan 

)
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